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ABSTRAK

Niken Susilowati (14240069), Manajemen Pelayanan Administrasi Wakaf
(Studi Kasus Pada Majelis Wakaf dan Kehrtabendaan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pertambahan penduduk dibawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan
kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena
persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan
tatanan sosial yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama
anggota masyarakat. Salah satu institusi dalam Islam yang memiliki kontribusi cukup
besar terhadap kesejahteraan umat adalah perwakafan. Wakaf mempunyai potensi
dan kekuatan besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia.
Indonesia juga didukung oleh wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk
mayoritas muslim terbesar di dunia. Praktek wakaf pada jaman dahulu hanya secara
tradisional atau atas dasar saling percaya antara wakif dan nadzir, ini menyebabkan
kurangnya pengamanan terhadap objek wakaf. Oleh karena itu perlu diadakan
penertiban dan pendataan harta benda wakaf melalui pengadministrasian yang tertib
dan benar sehingga benda wakaf tersebut aman bahkan bisa dikembangkan. Oleh
karena itu kehadiran Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nadzir badan
hukum sangat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pelayanan administrasi wakaf
di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta. Penulisan merupakan
jenis penulisan lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penulisan
ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang dilakukan melalui proses koleksi data, reduksi data, peyajian data dan verifikasi
atau penarikan kesimpulan.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi wakaf
ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengawasan di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sudah berjalan
dengan baik meskipun belum maksimal. Dalam pelayanannya, pengurus memberikan
pengarahan secara jelas kepada wakif terkait berkas persyaratan yang harus dipenuhi.

Kata kunci: Manajemen Pelayanan Administrasi, Wakaf, Majelis Wakafdan

Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Penegasan judul dilakukan untuk memberi gambaran yang jelas
dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul
“Manajemen Pelayanan Administrasi Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis
Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta)”, pengertian istilah dari judul skripsi tersebut, sebagai
berikut:

1. Manajemen
Kata Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris management
diterjemahkan menjadi proses penggunaan sumberdaya secara efektif

untuk mencapai sasaran.’

Manulang mendefinisikan manajemen
sebagai seni dan ilmu perencanaan. Pengorganisasian, penyusunan,
pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.? Sementara itu

Gibson, Donelly & Ivancevich mendefiniskan manajemen sebagai

suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk

'Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), hlm. 553.

’Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), hlm. 1.



mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil
yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.’

Jadi, manajemen merupakan suatu kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian atas sumber daya yang
ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Manajemen dalam penelitian ini adalah manajemen yang
berkaitan dengan pelayanan administrasi wakaf yang dilaksanakan
oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Pelayanan Administrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan adalah
suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang
diperlukan orang lain.* Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan
Crosby sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Atik dalam bukunya
yang berjudul Manajemen Pelayanan berendapat bahwa pelayanan
adalah produk produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang

melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.’

3Ibid., hlm. 2.
“Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 612.

SRatminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, him.2.



Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan
terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang
dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.®

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut pelayanan administrasi
adalah suatu bentuk jasa pelayanan yang dilakukan oleh sekelompok
orang yang berupa rangkaian kegiatan penataan yang menunjang
rangkaian pekerjaan substantif yang merupakan pekerjaan pokok.
Pelayanan administrasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan
dengan administrasi wakaf yang ditangani oleh Majelis Wakaf dan
Kerhartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab wagafa
yang berarti menahan atau berhenti ditempat. Menurut istilah, wakaf
adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah
seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk
mendapatkan keridhaan Allah.” Menurut UU RI Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum
wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagaian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

SArry Mth. Soekowaty dan The Liang Gie, Filsafat Administrasi, (Tangerang:

Universitas Terbuka, 2013), him.1.5.

hlm. 29.

"Farid Wadjdy, Wakaf & Kesejahteraan Umat, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),



tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.®

Jadi berdasarkan pengertian tersebut, wakaf merupakan suatu
perbuatan memisahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, akan
tetapi barang/benda tersebut tetap dalam keadaan utuh. Oleh karena
itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tak habis
pakai dan umumnya dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan,
dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk
masjid, pondok pesantren, dan sebagainya.
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta

Berdasarkan dari penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang
dimaksud dalam judul penelitian “ Manajemen Pelayanan Administrasi
Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta) yaitu suatu
penelitian yang mendeskripsikan tentang perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tentang pelayanan
administrasi wakaf kepada masyarakat secara efektif dan efisien guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan di Majelis Wakaf dan

Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Pasal 1.

8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab 1



B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang
berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Islam memuat aturan-aturan
di segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek perekonomian,
karena islam sangat menentang kemiskinan. Islam tidak hanya mengatur
tentang masalah peribadatan makhluk kepada Tuhan-nya, akan tetapi
Islam juga memiliki kepedulian yan tinggi terhadap kesejahteraan umat
manusia di dunia. Untuk membangun kesejahteraan umat, Al quran telah
meletakkan dasar terutama agar harta yang dimiliki individu-individu tidak
beredar diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana terdapat dalam surat

al- Hasyr ayat 7 :
5 o8ladlly 2y 55 sily dpssls 6 s AT e 4525 o Je 400 46T

115 1526 e S Ly 5,343 0,2 ST Loy " K ol ¥l s €58 5,56 ¥ § Jud

el Sad B &) A

- £

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk
Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar
diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan
Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka
tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat

keras hukuman-Nya”.

9 Al-Qur’an Terjemah disertai Ayat-Ayat Do ’a, hlm. 546



Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa islam melarang
konsentrasi kekayaan pada individu-individu tertentu. Prinsip ajaran Islam
ada pada sistem Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, dan Wakaf. Yaitu anjuran
untuk mengeluarkan sebagian rejeki yang diberikan Allah untuk
menyantuni orang-orang fakir, miskin dan orang-orang lemah dalam
masyarakat.!”

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di
Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar
1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar
27,77 juta orang (10,64 persen). Selama periode Maret 2017—September
2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28
ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta
orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan turun
sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017
menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). Sedangkan untuk jumlah
penduduk miskin di DIY pada Maret 2015 sebanyak 550.250 orang,
sedangkan pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 494.940
orang. Jika dibandingkan keduanya, maka jumlah penduduk makin miskin
di DIY turun sebanyak 55.290 orang pada periode Maret 2015 sampai
Maret 2016. Bambang Kristianto (Kepala BPS DIY), mengatakan terjadi

fluktuasi jumlah penduduk miskin pada periode tersebut sejalan dengan

1H. Farid Wadjdy, Wakaf & Kesejahteraan Umat, hlm. 77.



angka inflansi yang tidak stabil. Penduduk miskin diperkotaan sebesar
60,15 persen dan pedesaan sebesar 39,85 persen.!! Namun jika dicermati
lebih jauh, pertambahan penduduk dibawah garis kemiskinan bukanlah
karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah
penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses
ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang kurang baik serta
rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat.

Salah satu institusi dalam Islam yang memiliki kontribusi cukup
besar terhadap kesejahteraan umat adalah perwakafan. Praktik wakaf
dalam sejarah, telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama Islam
yang dibawa olah Nabi Muhammad SAW meskipun dengan nama dan
istilah-istilah yang berbeda. Praktik sejenis wakaf yang terjadi pada
masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam
yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada
kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan
wakaf.'?

Dalam konteks Indonesia sendiri memang telah banyak dilakukan
praktik perwakafan. Namun dibandingkan dengan negara muslim lainnya,
Indonesia dalam memperjuangkan perundang-undangan tentang wakaf
termasuk kategori terlambat. Kehadiran undang-undang tentang wakaf

sangat penting sekali artinya bagi masyarakat muslim Indonesia,

Uhttp://m.tempo.co/read/news/2016/08/06/058793781/bps-jumlah-penduduk-miskin-

yogyakarta-bertambah, Akses pada tanggal 9 April 2018, pukul 19:46.

12Tim Penyusun, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam
dan Penyelenggara Haji, 2007), hlm. 6.



mengingat yang terjadi selama ini pemberdayaan dan mobilisasi wakaf
selalu mengalami hambatan di sana sini termasuk di dalamnya kendala
teknis perundang-undangan, diperparah dengan adanya pola pemahaman
masyarakat tentang wakaf, dimana wakaf diidentikkan dengan Kuburan,
Masjid, Madrasah dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya, pada
tanggal 27 Oktober 2004 di keluarkanlah Undang-undang Republik
Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang kemudian diikuti oleh
Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang No. 41
tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak
bergerak yang meliputi: tanah, bangunan, tanaman dan lain-lain. Dan harta
benda bergerak, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan,
hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.

Wakaf mempunyai potensi dan kekuatan besar untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Indonesai didukung oleh
wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar
di dunia. Berdasarkan data dari kementrian agama bidang pemberdayaan
wakaf, tanggal 18 Maret 2016, potensi tanah wakaf di Indonesia sebesar
3,7 miliar m? dengan potensi ekonomi sebesar Rp370 triliun. Selain itu,
berdasarkan identifikasi Bank Indonesia tahun 2016, luas tanah wakaf di
Indonesia adalah 4.359.443.170 m? terdiri dari 435.768 lokasi dengan
rincian 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, menurut data sensus penduduk Badan



Pusat Statisik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki penduduk sebesar
237.641.326 orang, yang muslim sebesar 87,2 % atau sekitar 207.176.162
orang.'?

Sebenarnya wakaf telah berkembang di masyarakat sejak zaman
dahulu. Akan tetapi pengurusan dan pengelolaannya masih bersifat
konvensional atau tradisional atas dasar saling percaya antara nadzir dan
wakif. Sikap atau perilaku seperti ini sah-sah saja, akan tetapi kurang bisa
optimal pengelolaannya bahkan cenderung kurang memperhatikan
pengamanan benda wakaf. Oleh karena itu perlu diadakan penertiban dan
pendataan harta benda wakaf melalui pengadministrasian yang tertib dan
benar sehingga benda wakaf tersebut aman bahkan bisa dikembangkan.
Pengadministrasian perwakafan akan lebih tertib dan baik bilamana wakaf
tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan prosedur dan aturan
yang berlaku, baik secara syar’i maupun hukum dan peraturan
pemerintahan. Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan
kepada para wakif adalah memiliki karyawan yang profesional, tersedia
sarana dan prasarana yang baik, tersedia semua produk yang diinginkan,
bertanggung jawab kepada wakif dari awal sampai akhir, mampu melayani
secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi secara jelas, memiliki
pengetahuan umum lainnya, dan mampu memberikan kepercayaan kepada

wakif 4

B3https://indonesiana.tempo.co/read/111714/2017/05/24/Lembaga-Wakaf-dalam-
Mengelola-Potensi-Wakaf-di-Indonesia, Akses pada tanggal 9 April 2018, pukul 19:14.

4Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm.9.
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Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta merupakan salah satu lembaga wakaf
yang berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada wakif dalam
memberikan informasi maupun proses administrasi dalam perwakafan.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan dalam perwakafan
maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul:
“Manajemen Pelayanan Administrasi Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis
Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Yogyakarta).”

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
manajemen pelayanan administrasi wakaf pada mejelis wakaf dan
kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Pimpinan Daerah
Muhammadiyah) Kota Yogyakarta ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan
yang ingin dicapai adalah mengetahui manajemen pelayanan administrasi
wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
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E. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
referensi perpustakaan dan sebagai bahan rekomendasi penelitian yang
dilakukan dimasa yang akan datang.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
pertimbangan untuk memajukan perusahaan tersebut.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman
mengenai manajemen pelayanan administrasi wakaf yang digunakan
oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
F. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi
dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Skripsi oleh Nur Laila Syarifah dengan judul
“Manajemen Pelayanan Administrasi Jamaah Haji di Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Pati Tahun 20167, penelitian membahas tentang
manajemen pelayanan administrasi yang dilakukan di Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian tersebut bahwa manajemen

pelayanan administrasi di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pati
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belum prima. Ada beberapa aktivitas manajemen pelayanan administrasi
yang belum terpenuhi diantaranya perencanaan, pengorganisasian dan
pengawasan masing-masing ada 2 aktivitas yang belum terpenuhi,
sedangkan koordinasi sudah diterapkan dengan baik.!?

Kedua, skripsi oleh ST. Hairunas dengan judul “Manajemen
Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama
Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”, penelitian membahas tentang
manajemen pendistribusian wakaf di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY.
Hasil penelitian tersebut bahwa manajemen pendistribusian wakaf tunai di
BWU/T MUI DIY sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.
Perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai di BWU/T MUI DIY
belum maksimal karena belum ada rencana anggaran pendistribusian pada
tahun 2016.

Ketiga, skripsi oleh Fitri Cahyani yang berjudul “Administrasi
Kantor Penggalangan dan Pendayagunaan Wakaf Pada Tabung Wakaf
Indonesia”, penelitian membahas tentang pernerapan administrasi kantor
pada tabungan wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa

administrasi kantor penggalangan dan pendayagunaan dana wakaf yang

Nur Laila Syarifah, “Manajemen Pelayanan Administrasi Jamaah Haji di Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Pati Tahun 2016, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), him.80.

1ST. Hairunas, “Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf
Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Jurusan
Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.77.
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dilakukan pada TWI cukup baik dan profesional, ditunjukkan dengan
meningkatnya jumlah dana yang dihimpun.’

Keempat, skripsi oleh Muhammad Razes Taufiq yang berjudul
“Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di
Pimpinan Cabang Muhammadyah Imogiri)”, dalam penelitian ini
membahas tentang paktek perwakafan tanah serta tata cara perwakafan
pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri.'®

G. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Manajemen
a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai proses penggunaan sumberdaya secara
efektif untuk mencapai sasaran.'” Menurut Moekijat manajemen
adalah seni dan ilmu pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan
cara yang paling efisien.”® Schermerhorn (2004) berpendapat
bahwa proses manajemen diartikan sebagai perencanaan,

pengorganisian,  kepemimpinan  atau  pengarahan, dan

YFitri Cahyani, “Administrasi Kantor Penggalangan dan Pendayagunaan Wakaf
Pada Tabung Wakaf Indonesia”, http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3214,
diakses pada tanggal 17 Maret 2018, pukul 12.30 WIB.

18 Muhammad Razes Taufiq, Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Umat (Studi Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri), (Y ogyakarta: Jurusan Al-Akhwal
Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010), him. 88.

Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), hlm. 553.

MMoekijat, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan, (Bandung: CV
Mandar Maju, 1989), him. 3.


http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3214
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pengendalian terhadap penggunaan sumber daya untuk mencapai
tujuan. Sedangkan menurut Robbin dan Coulter (2012)
berpendapat bahwa proses manajemen juga berarti serangkaian
aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan
terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat
diselesaikan secara efisien dan efektif.?!
b. Fungsi Manajemen
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi
manajemen menurut George R. Terry yang membagi fungsi
manajemen menjadi empat bagian yaitu perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dijelaskan
sebagai berikut:??
1)  Perencanaan
Menurut Stephen P. Robbins dan Merry Coulter
(2009) perencanaan adalah tujuan organisasi, menentukan
seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan
mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta
mengkoordinasikan kegiatan kerja. Sedangkan menurut
Beishline, perencanaan menentukan apa yang harus dicapai,

dimana, bagaimana hal tersebut harus dicapai, siapa yang

HKanisius (editor Vincent Didiek Wiet Aryanto), Manajemen Dalam Konteks
Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 3.

M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2012), him. 7.
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harus bertanggung jawab, dan mengapa hal tersebut harus
dicapai.?

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan
dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan,
kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui
empat tahap berikut:

a) Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan.
b)  Merumuskan keadaan saat ini
C) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
d) Mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan
untuk pencapaian tujuan.?*
Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari
manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-
sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga
pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia
merupakan unsur yang terpenting melalui pengorganisasian

manusia dapat di dalam tugas-tugas yang saling

BKanisius (editor Vincent Didiek Wiet Aryanto), Manajemen Dalam Konteks

Indonesia, hlm. 27.

2T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,

2014), hlm. 79
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berhubungan.?® Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan

dengan tiga langkah prosedur berikut:

a) Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan
untuk mencapai tujuan organisasi

b) Pembagian beban kerja total untuk kegiatan-kegiatan
yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang.

¢) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk
mengkoordinasi pekerjaan para anggota organisasi
menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.?®

Penggerakan (Actuating)

Actuating atau disebut juga ‘“‘gerakan aksi”
mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk
mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh
unsur perencanaan dan pengoranisasian agar tujuan-tujuan
dapat terapai. Actuating mencakup penetapan dan pemuasan
kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi

penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi

kompensasi kepada mereka.”’

hlm. 3.

BGeorge R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta, PT Bumi Aksara. 2012),

26T, Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, hlm. 168.

YGeorge R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, him.17.
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4)  Pengawasan (Controlling)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk
melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai
rencana. Pelaksanaan  kegiatan  dievaluasi dan
penyimpangan-penyimpangan yang tidak  diinginkan
diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.
ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk
merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali
tugas-tugas dan merubah wewenang; tetapi seluruh
perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang
yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak
diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah
perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan
dilaksanakan.?®

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit
lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah:

a) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

¢) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

d) Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan

penganalisisan penyimpangan-penyimpangan, dan

B1bid., him.18.
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e) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.?’

2. Tinjauan tentang Pelayanan Administrasi

a.

Pengertian Pelayanan Administrasi

Menurut Gronroos (1990), pelayanan adalah suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata
(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
disediakan  oleh  perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan
konsumen/pelanggan.°

Menurut The Liang Gie , istilah administrasi berasal dari
kata latin ad-+ministrare. Dalam bahasa Indonesia, kata ini
mempunyai pengertian membantu, melayani atau memenuhi. Jadi
‘administrasi’ pada hakikatnya adalah usaha untuk menolong,
usaha membantu, usaha untuk memimpin, atau mengarahkan
semua kegiatan dalam pencampaian tujuan yang telah
ditentukan.?!

Konsepsi pelayanan administrasi pemerintah seringkali

dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim

dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta

2T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, hlm. 360.

3%Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, him.2.

3IArry Mth. Soekowaty dan The Liang Gie, Filsafat Administrasi, (Tangerang:
Universitas Terbuka, 2013), him.2.3.
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pelayanan publik. Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih
dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan,
administrasi pemerintahan memang disejajarkan, dipakai secara
silih berganti dan digunakan sebagai sinonim dari pelayanan
perijinan, yang merupakan terjemahan dari administrative service.
Sedangkan pelayanan umum lebih sesuai jika dipakai untuk
menerjemahkan konsep public service.

Pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan
perijinan dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
upaya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.*

Indikator Kualitas Pelayanan Administrasi
Menurut Parasuraman dalam Fandy Tjiptono, dalam
mengevaluasi jasa yang bersifat /ntangible, konsumen umumnya
menggunakan beberapa dimensi sebagai berikut :3
1)  Bukti Langsung
Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan

pegawai, dan sarana komunikasi.

32Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, hlm. 4-5.

3Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: ANDI, 2002), him. 26.
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2)  Kehandalan (Reliability)

Kehandalan yaitu kemampuan memberikan pelayanan

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3) Daya Tanggap (Responsiveness)

Tanggapan yaitu keinginan para staf dan karyawan
untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan
dengan tanggap.

4)  Jaminan (Assurance)

Jaminan menyangkut pengetahuan, kemampuan,
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf,
bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan.

5) Empati (Empathy)

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami
kebutuhan para pelanggan.

3. Tinjauan tentang Wakaf
a. Pengertian Wakaf
Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa Arab
“waqafa”. Asal kata ‘“waqafa” berarti “menahan” atau
“berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Dalam
istilah syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian
yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan

(pemilikan) asal (tahbisul ahli), yang lalu menjadikan manfaat
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berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ahli ialah menahan
barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual,
dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.>*
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 menyatakan bahwa wakaf bukan hanya tanah milik saja,
tetapi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas
kekayaan intelektual, hak sewa dan peraturan perundang-
undangan termasuk bagian dari benda wakaf.®
Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa
pengertian:
Menurut Istilah Ahli Figh
a) Abu Hanifah
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut
hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan
manfaatnya  untuk  kebajikan. = Mahzab  Hanafi
mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu
tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai

hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada

3Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakan Islam,
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figh Wakaf, ( Jakarta: Departemen Agama RI, 2006),

him. 1.

35 K.N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Surabaya: Al-Ikhlas,

1995), him. 71.
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suatu pihak kebajikan (sosial), baik sosial maupun akan
datang.*¢
b) Mahzab Maliki
Mahzab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan
wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan
tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta
tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban
menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik
kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilik harta
menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan,
tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan
kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar
sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif>’
c)  Mahzab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal
Syafi;i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah
melepaskan harta yang diwakaftkan dari kepemilikan
wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif
menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada
mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang
mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran

sumbangannya tersebut.

3Departemen Agama RI, Figh Wakaf,hlm. 2.

37 Ibid., hlm. 2-3.
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d) Mahzab Imamiyah
Sama dengan mahzab yang ketiga, namun berbeda
dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu
menjadi milik mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf),
meskipun mauquf ‘alaih tidak berhak melakukan suatu
tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau
menghibahkannya.?®
Berdasarkan beberapa pengertian yang
dikemukakan oleh para ahli figih tersebut, terlihat bahwa
mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni
bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta
bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya
saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-
pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan
harta wakaf itu bagi wakif.
b. Dasar Hukum Wakaf
Secara umum tidak terdapat ayat Al quran yang
menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dalil yang menjadi
dasar  disyari’atkannya ajaran wakaf bersumber dari
pemahaman teks ayat Al quran dan juga As-Sunnah.

Pemahaman wakaf dalam Al quran dikategorikan sebagai amal

387bid., him. 3-4.
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kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf

sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:
G sl sl sl |

Artinya: “ Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan”.3° (QS: Al-Hajj: 77)

1
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Artinya: “ Perumpamaan (naftkah yang dikeluarkan oleh)
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir,
pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (QS: Al-
Bagarah: 261)

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan

dari beberapa hadis Nabi yang menyinggung masalah
shadaqah jariyah, yaitu yang artinya:
Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: “ Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia,
maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah,
ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang
tuanya”.*! (HR. Muslim)

Selain ada hadis Nabi yang dipahami secara tidak

langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadis Nabi yang

39 Al-Qur’an Terjemah disertai Ayat-Ayat Do’a, hlm. 341,

40 Ibid., him. 44,

41 Abdullah Bin Abdurahman, dkk, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, (Jakarta:
PT Darul Falah, 2002), him. 407.



25

secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu
perintah Nabi kepada Umar untuk mewakaftkan tanahnya yang
ada di Khaibar :

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra.
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap
kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata :
Ya Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di
Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah
yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW.
bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu,
dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak
dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar
menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-
orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil
dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir)
wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik
(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak
bermaksud menumpuk harta”.*> (HR.Muslim)

Dari beberapa ayat Al quran dan hadis Nabi yang
menyingung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas.
Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan
berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini
diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, ta’abbudi,
khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis
wakaf, syarat, peruntukan, dan lain-lain. Ketika suatu hukum
(ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal
tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-
penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa

depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran,

“[bid., hlm. 802.
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wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran
wakaf termasuk dari bagian muamalah yang memiliki
jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan
ekonomi lemah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki,
ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah),
namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar
sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat
banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk
dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung
non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya
secara optimal.®?

¢. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada
siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2)
macam, yaitu:

1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri)
Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang
tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.
Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada

anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang

“Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakan Islam,
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2006), hlm. 27-28.
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berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang
ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf
ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad,
yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan
jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan
kerabat sendiri.
2) Wakaf Khairi
Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan
agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan
umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan
pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti
asuhan anak yatin dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan
kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang
mencakup semua aspek untuk kepentingan dan
kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan
umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan,
kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.*
d. Syarat dan Rukun Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan
syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)

“Ibid., him. 16.
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Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan
memiliki kecakupan hukum atau kamalul ahliyah (legal
competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan
bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu: merdeka,
berakal sehat, baligh (dewasa), dan tidak berada di bawah
pengampuan (boros/lalai).*’

2) Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi
syarat, yaitu harta yang diwakafkan harus mutagawwam
(segala sesatu yang dapat disimpan dan halal digunakan
dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat),
diketahui dengan yakin ketika diwakafkan,milik penuh dan
mengikat bagi wakif:*¢

3) Mauquf ‘alaih (penerima wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang
sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada
dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri
manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf ‘alaih haruslah
pihak kebajikan. Mahzab Hanafi mensyaratkan agar
mauquf ‘alaih ditujukkan untuk ibadah menurut pandangan
Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud

salah satunya maka wakaf tidak sah. Karena itu sah wakaf

Departemen Agama RI, Figh Wakaf, him. 23.
P g q

4Ibid., hlm. 26.
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orang islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak
kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat
penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar-syiar
Islam dan pihak kebajikan ukumnya tidak sah seperti klub
judi.¥’?

4) Shighat (ikrar wakaf)

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau
isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan
kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Secara
garis umum, syarat sahnya shighat ijab baik berupa ucapan
maupun tulisan ialah shighat harus munjazah (terjadi
seketika/selesai), tidak diikuti syarat batil (palsu), tidak
diikuti pembatasan waktu tertntu dengan kata lain bahwa
wakaf tersebut tidak untuk selamanya, dan tidak
mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali
wakaf yang sudah dilakukan.*3

Selain keempat hal tersebut, dalam Pasal 6 Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur atau
rukun wakaf ditambah 2 (dua) lagi yaitu :

1) Ada pengelola Wakaf (Nazhir)

2) Ada jangka waktu yang tak terbatas

4TIbid., hlm. 46.

“Ibid., hlm. 59-60.
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Dari tiap unsur-unsur wakaf tersebut harus dipenuhi

syarat-syarat masing-masing yakni:

a)

b)

Syarat-syarat pengelola wakaf (Nazhir)

Nazhir wakaf adalah orang, organisasi atau badan
hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan
mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan
wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat
menjadi Nazhir asalkan ia tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau Nazhir itu adalah
perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,
yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah)
serta mampu secara jasmani dan rohani untuk
menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan
harta wakaf.

Syarat jangka waktu

Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan
bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut
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syariah. Jadi menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga

diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.*

H. Metode Penelitian

1.

2.

Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk dalam
kategori penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan yang
dilakukan di lingkungan tertentu secara langsung dengan mengadakan
pengamatan untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang
dibutuhkan.
Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data-data yang diperoleh peneliti dari
sumber-sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Yang menjadi sumber data
primer dalam penelitian ini adalah ketua Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan terkait dengan manajemen pelayanan administrasi
wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah

Muhammadiyah kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian

secara tidak langsung. Data dalam penelitian ini merupakan data-

Pasal 1.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I
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data pendukung yang peneliti peroleh dari observasi, dokumentasi,
dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan
penelitian ini.
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah manajemen pelayanan
administrasi wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan
Daerah Muhammadiyah kota Yogyakarta
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data
yaitu proses diperolehnya data dari sumber data.’® Pengumpulan data-
data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa
metode. Antara lain:
a. Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis
wawancara semiterstruktur (semistructure interview), yaitu jenis
wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka, dimana fihak yang diajak wawancara
dimintai pendapat dan ide-idenya.’! Wawancara ini dilakukan

berdasarkan interview guide yang telah disusun oleh peneliti

S9Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit
Alfabet, 2011), him.224.

SUbid., him.233.
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untuk ditanyakan kepada narasumber terkait dengan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan terhadap
pelayanan administrasi wakaf di  Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta.
b. Observasi
Merupakan alat pengumpulan data melalui pengamatan,
data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam
bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan
lain-lain.’? Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi
non partisipan sebagai pelengkap data penelitian, yaitu melakukan
pengamatan terkait dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta bagian
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tanpa peran serta peneliti di
dalamnya hanya megamati dan mencatat kegiatan yang terkait
dengan proses administrasi perwakafan.
¢. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh
dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku,

3

notulen, peraturan-peraturan, catatan-catatan harian.>® Dalam

penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan

52] R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Grafindo, 2010), him. 10.

3Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Usman, Metodologi Penelitian Sosial,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 73.
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manajemen pelayanan administrasi, laporan harian maupun
bulanan staf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, catatan, arsip-
arsip, brosur, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Majelis
Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Yogyakarta yang dapat mendukung terhadap permasalahan
dalam penelitian.
Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
seperti yang disampaikan oleh Miles and Huberman yang dikutip oleh
Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D, dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data
yaitu  data  reduction, data  display, dan  conclusion
drawing/verification.
a. Data Colection (Koleksi Data)

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan
peneliti untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengolah
data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dapat

mendukung penelitian ini.>*

4Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D), hlm. 246.
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b. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan.*

¢. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi rersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah
siklus dan penyajian data biasa dilakukan dalam sebuah matrik.>
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain
dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks,
network (jejaring kerja) dan chart.’’

d. Conclusion Drawing / Verification
Verifikasi atau penarikan kesimpulan dalam penelitian

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah

S3Ibid., him.247.

%Anis Fuad dan Kandung Sapto, Panduan Preaktis Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Graha [lmu, 2014), hlm.64.

S7Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D, hlm.249.
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ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek
yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga
setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau
interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kemabli ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.*®

Gambar 1.1. Komponen dalam analisis data (interactive model)

Data collection

Data display

Data reduction

Conclusions
darawing/ Verifying

81bid., him. 252-253.
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6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam
pengecekan data untuk mendapatkan data yang valid dan bisa
dipertanggungjawabkan.

Adapun pengecekan data menggunakan triangulasi sumber data
adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Data

Staf Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan

Kepala Majelis Wakaf dan Wakif
Kehartabendaan

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul Manajemen Pelayanan Administrasi Wakaf
(Studi kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta) membutuhkan kerangka sistematis
yang dituangkan dalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan

sebagai berikut :
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BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

BAB II Gambaran Umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Yogyakarta, yang meliputi: sejarah berdirinya, visi dan misi, strukur
organisasi, letak geografis, data pejabat, sarana dan prasarana, serta
sumberdaya manusia.

BAB III Pembahasan. Bab ini berisi tentang pokok permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian, yakni membahas tentang
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan terhadap
pelayanan administrasi wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan
hasil penelitian, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang
berguna bagi pihak yang terkait.

Selanjutnya, pada bagian akhir dari skripsi ini akan disertakan daftar
pustaka, lampiran-lampiran, serta informasi dan daftar riwayat hidup

peneliti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Mejlis Wakaf dan

Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta tentang Manajemen Pelayanan

Administrasi  Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis Wakaf dan

Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pelayanan administrasi di Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan ditinjau dari  fungsi-fungsi manajemen yaitu
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan berjalan
dengan baik walaupun belum maksimal.

2. Perencanaan pelayanan administrasi wakaf di Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan  belum  melalui empat tahap perencanaan
sebagaimanan yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Merry
Coulter. Perencanaan pelayanan administrasi wakaf di Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan dikatakan belum maksimal karena dalam
pelayanannya, pengurus tidak sepenuhnya berpedoman pada SOP yang
ada.

3. Pengorganisasian pelayanan administrasi wakaf pada Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan belum maksimal, karena struktur organisasi yang

ada dalam prakteknya tidak semua pengurus dapat bekerja sesuai
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dengan jabatan yang dimiliki. Pengurus tidak dapat memaksimalkan
pekerjaannya di Majelis Wakaf karena memiliki pekerjaan tetap di luar
Majelis Wakaf. Meskipun demikian koordinasi antar pengurus tetap
tejalin dengan baik.

. Penggerakan pelayanan administrasi wakaf di Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan berjalan dengan baik. Meskipun ketua tidak
sepenuhnya dapat bekerja secara maksimal dikarenakan memiliki
pekerjaan di luar Majelis Wakaf, para pengurus tetap saling menjaga
komunikasi agar tetap baik. Mereka saling berkoordinasi terkait
dengan proses wakaf.

. Pengawasan pelayanan administrasi wakaf di Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan diterapkan dalam bentuk evaluasi yang diadakan
dalam rapat rutin yang dilakukan seminggu sekali pada hari Selasa
sore pukul 16.00 WIB. Pengawasan juga dilakukan dalam proses
pemberkasan, pengurus akan mengecek semua kelangkapan berkas
wakif.

. Pelayanan Administrasi Wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan telah berjalan dengan baik. Terbukti dengan tidak
adanya keluhan dari wakif saat pemberkasan sampai dengan proses
ikrar  wakaf. Selain itu melihat dari bebrapa indikator kualitas
pelayanan, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah menunjukkan

pelayanan yang baik dan memuaskan.
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B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, maka

penliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Mempertahankan kesantunan dan keramahan dalam memberikan
pelayanan
Meningkatkan kesigapan karyawan dalam memberikan pelayanan dan

keluhan dari wakif.
Meningkatkan kerjasama antar pengurus dalam pelayanannya terhadap

proses wakaf.
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LAMPIRAN

Proses Wawancara dengan Bapak Zaen Muttaqin, sekretaris
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan



Foto Bersama Para Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan



Contoh berkas persyaratan KTP wakif, nadzir dan saksi



Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Keputusan Lembaga



Contoh SK Mendagri dan Pengesahan Nadzir Badan Hukum



Contoh lkrar Wakaf

Contoh Akta Ikrar Wakaf

Contoh Bentuk Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat \Wakaf



INTERVIEW GUIDE

WAWANCARA DENGAN PENGURUS MAIJELIS WAKAF DAN
KEHARTABENDAAN
A. PERENCANAAN (PLANNING)

1.

6.

Sudah berapa lama menjabat sebagai pengurus di Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan ?

Perencanaan pada Majelis Wakaf seperti apa ?

Apa ada perencanaan khusus untuk pelayanan administrasi ?
Bagaimana prosedur/SOP dalam pelayanan administrasi di Majelis
Wakaf ?

Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan
administrasi wakaf?

Apa saja program dari majelis Wakaf dan Kehartabendaan ?

B. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)

1.

2
3.
4

Bagaimana job description pada Majelis Wakaf ?

Bagaimana perincian tugas dari masing-masing jabatan ?

Bagaimana hubungan kerja antara pengurus satu dengan yang lain ?
Bagaimana hubungan antara majelis wakaf dengan majelis lain yang
ada di PDM kota Yogyakarta ?

Bagaimana dengan tempat kerja serta sarana dan prasarana di Majelis
Wakaf ?

Bagaimana koordinasi pimpinan dengan bawahan/pengurus dalam

pelayanan administrasi wakaf ?

C. PENGGERAKAN (ACTUATING)

1
2
3
4.
5
6

Bagaimana proses/alur pelayanan administrasi wakaf ?
Bagaimana proses ikrar wakaf ?

Apa saja jenis wakaf yang diwakafkan ?

Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh wakif ?
Apa kendala dalam memberikan pelayanan ?

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala ?



10.

11.

Adakah dukungan pemerintah pusat dalam pelayanan administrasi
wakaf ?

Adakah pemberian reward kepada karyawan ?

Apakah pengurus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan mendapatkan
pelatihan khusus terkait wakaf ?

Apakah pimpinan/ketua pernah mendelegasikan wewenang kepada
bawahan ? kalau ada kegiatan apa ?

Bagaimana cara memotivasi bawahan agar kinerja dalam pelayanan

administrasi berjalan dengan baik ?

D. PENGAWASAN (CONTROLING)

1.

Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelayanan administrasi wakaf
?

Adakah pengawasan terhadap Mauquf ‘alaih (penerima wakaf) ?
Apakah ada kendala dalam pengawasan tersebut ?

Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pelayanan administrasi

wakaf ?

WAWANCARA DENGAN WAKIF (orang yang mewakafkan harta)

1.

2
3
4.
5

Barang atau benda apakah yang anda wakafkan ?

Apa tujuan anda melaksanakan wakaf ?

Pelayanan yang diberikan oleh majelis wakaf seperti apa ?
Pelaksanaan administrasinya seperti apa ?

Apakah pihak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memberikan
instruksi yang jelas dalam prosedur wakaf ?

Kerjasama antar stafnya dalam memberikan pelayanan administrasi
seperti apa ?

Apakah anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan ?

Adakah kritik dan saran atau masukan untuk Majelis Wakaf dan

Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ?



Contoh Blangko Ikrar Wakaf

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir/lumur
Agama
Pekerjaan
Jabatan (bagi wakif badan hokum)
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Bertindak untuk dan atas nama
Pada hari ini

Tanggal

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :
berupa 1)
Sertifikat/PersH-2} nomor
Kelas Desa
Ukuran Panjang D o---m
Lebar Do---m
Luas ) m 2
Terletak di :
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota 2)
Propinsi . DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dengan batas-batas :
Sebelah timur

barat

utara

selatan

Untuk keperluan 3)

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :
Nama lengakap

Tanggal lahir/umur

Agama : ISLAM
Pekerjaan

Jabatan dalam Nadzir . KETUA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal

Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Banguntapan Kabupaten /

Kota 2) Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi-saksi :



BENTUK W. 1

1. Nama lengkap

Tanggal lahir/ umur

Agama . ISLAM
Pekerjaan

Jabatan Do
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal

2. Nama lengkap
Tanggal lahir/'umur

Agama . ISLAM
Pekerjaan

Jabatan Do
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir;

Lembar kedua untuk PPAIW,

Lembar ketiga untuk wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Banguntapan,
2016
Nadzir Wakif,
( ) ( )
Mengetahui,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/
: . Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Saksi-saksi :
1. (e )
2. T )
Keterangan :

1). Diisi salah satu dari sawah , pekrangan, kebun, atau tambak.
2). Coret yang tidak perlu .
3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf .
a. Pembangunan tempat peribadatan , termasuk didalamnya masjid, langgar dan mushola .
b. Kepeluan umum , termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak , tingkat
dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna

wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan Ajaran agama Islam .



Contoh Bentuk Akta Ikrar Wakaf

Bentuk W.2.

Nomor :W.2/ [/ [ /2016
Pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Dzulhijjah 1437 H. atau tanggal ......... datang menghadap
kepada kami, nama ............ .Kepala Kantor Urusan Agama ...........ccccccevvvneenn. yang oleh Menteri Agama

dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan ............. dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi
yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)

dan akan disebutkan di dalam akta ini :

. Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir/lumur
Agama . ISLAM
Pekerjaan
Jabatan ( bagi wakif Badan Hukum ) Do
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal
Selanjutnya disebut WAKIF

Il Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir/lumur

Agama . ISLAM
Pekerjaan

Jabatan dalam Nadzir : KETUA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal

Selanjutnya disebut NADZIR.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya.
berupa 2)
Sertifikat/persitt) nomor
Kelas Desa
Ukuran panjang D - m
lebar D ---m
luas :m2
Terletak di
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya 1)
Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Dengan batas-batas :
Sebelah timur
barat
utara
Selatan

Untuk keperluan 3)
dengan dihadiri dan disaksikan oleh



Ill. 1. Nama Lengkap
Tanggal lahir/'umur

Agama . ISLAM
Pekerjaan

Jabatan -
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal

2. Nama Lengkap
Tanggal lahir/'umur

Agama . ISLAM
Pekerjaan

Jabatan Do--
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga masing-masing bermaterai:
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Wakif,
( ) (PSRN .......... )
Nadzir,
( )
Saksi-saksi
1. (oo )
2 (eereee )

Keterangan

1). Coret yang tidak perlu.
2). Diisi salah satu dari sawah , pekarangan , kebun atau tambak.
3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnyamasijid, langgar dan mushola.
b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingakat dasar-
sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau

Keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam .



Contoh Bentuk Surat Pengesahan Nadzir

Bentuk W.5a.
SURAT PENGESAHAN NADZIR
Nomor : W.5 a/ [ | 12016
Pada hari ini ...... tanggal ......... H bertepatan dengan tanggal ................ M, kami Kepala Kantor
Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan ....... Kabupaten ........

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Orang / Badan Hukum : Badan Hukum Muhammadiyah..
2. Berbadan Hukum Nomor . SK. 14/DDA/1972 Kep Mendagri
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di . Jakarta / Yogyakarta

4. Cabang/Ranting/Perwakilan  Kecamatan

ini di dirikan sejak Do
5. Pengurus yang sekarang

Ketua

Sekretaris 0 L

Bendahara = 000

Kegiatan oranganisasi antara lain

1. Sosial Keagamaan

2. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

3 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Muhammadiyah

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di
1. Desa
2. Kecamatan

3. Kabupaten

4. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Luas tanah wakaf yang diurusnya /tanggung jawabya kurang lebih m2
Disahkan di
Pada tanggal

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Keterangan :
1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 ( dua ) tembusan kepada Kandepag yang bersangkutan.

3. Arsip.



Contoh Surat Pengantar ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN

Alamat : JI. Karangturi 146 Baturetno Banguntapan Bantul 53197

Telp 384019
Nomor : Kk.12.02.14/ 12016 Yogyakarta, ...........
Hal . Pendaftaran Tanah Wakaf

Kepada Yth :

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kota Yogyakarta

Di Yogyakarta

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan

pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut

1. Sertifikat Hak Milik.
2. Akta Ikrar Wakaf

3. Surat Pengesahan Nadzir

Demikianlah, selanjutnya mohon dicatat pada buku
tanah wakaf dan sertifikatnya.

Terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

Kecamatan Ngampilan



Contoh Surat Pengantar ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN

Alamat : JI. Karangturi 146 Baturetno Banguntapan Bantul 53197
Telp 384019




Contoh Surat Pengantar Pengecekan ke BPN

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN
Alamat : JI. Karangturi 146 Baturetno Banguntapan Bantul 53197
Telp. (0274 ) 384019

Nomor : Kk.12.02.14/ /2016 Banguntapan ,

Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Pengecekan Sertifikat

Kepada Yth :
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kab. ..........

Dengan hormat,
Bersama ini kami Beritahukan bahwa sertifikat No.
Seri : atas nama diwakafkan untuk tempat
ibadah, untuk itu kami mohon pengecekan kembali
kebenaran sertifikat tersebut dengan data sebagai berikut :
1. Nama Pemegang Hak
Tempat, tgl. Lahir
Tempat Tinggal
Data Tanah No. Sertifikat.

a M DN

Luas Tanah : m2
6. Terletak di

Demikianlah, atas bantuannya kami sampaikan
terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama
KecC.....ooovvnnnnn. /Pejabat Pembuat

Akta lkrar Wakatf,

F:\BISMILLAHIROHMANIROHIM\SKRIPSI\LAMPIRAN\Pengantar Penegecekan ke BPN BLANGKOy.docx



L ERULE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

)4 LEMBAGA PENELITIAN DAN
‘ l“ ’ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

SERTIFIKAT

Nomeor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.944/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:

Nama . Niken Susilowati

Tempat, dan Tanggal Lahir : Sleman, 28 Desember 1996

Nomor Induk Mahasiswa . 14240069

Fakultas - Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi . Jambon, Hargomulyo
Kecamatan : Gedangsari
Kabupater/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 92,79 (A-).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengilfuti ujian
Munagqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017
Ketua, <"+

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002
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MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Dig CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.15.44/2018

This is to certify that:

Name . Niken Susilowati
Date of Bith : December 28, 1996
Sex : Female

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on April 04, 2018 by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE

Listening Comprehension 39

Structure & Written Expression 44
43

Reading Comprehension

Total Score
Validity: 2 years since the certificate's issued

“Sembodd Ardi \‘Nldodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curiculum Vitae)

Nama : Niken Susilowati

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 28 Desember 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama - Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat :‘Ngagul-agulan, RT 002/RW 034, Sendangrejo,
Minggir, Sleman, Yogyakarta

Email : nikensusilowati64@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK ABA Suronandan (2001-2002)

2. SD Muhammadiyah Suronandan (2002-2008)
3.

4. SMK Negeri 1 Godean (2011-2014)

SMP Negeri 1 Minggir (2008-2011)

Nama Orang Tua :

1. Ayah : (Alm) Jemono
2. lbu - Dasilah
Pekerjaan Orang Tua - Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua :Ngagul-agulan, RT 002/RW 034, Sendangrejo,

Minggir, Sleman, Yogyakarta

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Niken Susilowati
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